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KONFERENSI PERS PENGURUS BESAR PGRI
TENTANG PENYELESAIAN TENAGA HONORER GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Gedung Guru Indonesia, 20 September 2018

Sehubungan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan pengangkatan CPNS
khususnya CPNS guru yang berjumlah 100.000, PGRI menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas rencana tersebut. Sayangnya dari kuota
tersebut hanya honorer yang berusia 35 tahun ke bawah yang berjumlah 13.347 yang
memenuhi syarat mengikuti proses rekrutmen tersebut.

Pengurus Besar PGRI menerima laporan, desakan, tuntutan, dari tenaga honorer dan
Pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota, Cabang dan Ranting dari berbagai wilayah di
Indonesia terkait dengan proses rekruitmen CPNS yang dirasakan tidak memberikan
keadilan bagi honorer.

Menyikapi perkembangan yang tidak kondusif, Pengurus Besar PGRI menyampaikan usulan
penyelesaian tenaga honorer khususnya honorer guru dan tenaga kependidikan sebagai
berikut:

1. Terdapat tenaga honorer khususnya honorer guru dan tenaga kependidikan (GTK)
terutama honorer K2 yang telah terdata dalam database Pemerintah sejumlah 438.590,
dan sisa honorer K1 yang karena satu dan lain hal tercecer pengangkatannya. Mereka ini
telah mengabdi puluhan tahun, dibutuhkan karena kekurangan guru sebagai akibat dari
tidak adanya pengangkatan guru selama hampir 10 (sepuluh) tahun. Mereka inilah yang
sekarang sangat berharap ada perhatian dari Pemerintah terhadap kejelasan nasibnya.

2. Dengan adanya rencana pemerintah akan melakukan rekrutmen CPNS guru dan non guru tahun
2018 temyata dari 438.590 tenaga honorer hanya sekitar 13.347 yang dapat mengikuti test,
yang lainnya terganjal karena batas usia maksimal 35 tahun. Kebijakan inilah yang memicu
protes keras honorer karena pengabdian dan dedikasi mereka puluhan tahun dengan imbalan
yang sangat minim tidak mendapat perhatian. Kebijakan rekrutmen CPNS ini dirasakan jauh dart
rasa keadilan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai CPNS.

3. PGRI menyadari dalam proses rekturmen ini, Pemerintah harus mengacu pada
ketentuan yang berlaku yakni UU ASN yang membatasi usia pelamar, namun dengan
melihat realitas di atas dan penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian mereka
mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, dengan ini kami mengharapkan ada
kebijakan dan regulasi yang melindungi para honorer di atas.

4. Berdasarkan hal di atas, Pengurus Besar PGRI memohon sejumlah kebijakan
penyelesaian GTK honorer sebagai berikut:

a. Dalam jangka pendek, rekrutmen CPNS yang akan segera dibuka dalam satu/dua
hari ini agar ditunda terlebih dahulu sampai ada regulasi yang mengatur
penyelesaian honorer terutama yang namanya sudah ada dalam database
khususnya bagi mereka yang usianya telah melampaui 35 tahun.



b. Untuk menghargai pengabdian dan dedikasi honorer, batas usia honorer yang
mengikuti rekrutmen CPNS mohon diperpanjang dari usia 35 tahun hingga usia 45
tahun.

c. Apabila opsi nomor (b) sulit diwujudkan karena ketentuan dalam UU ASN, maka
untuk memberikan rasa keadilan honorer terutama K1 yang tercecer dan K2,
mochon agar segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang berusia 35 tahun ke atas. Aturan
dalam PPPK disederhanakan dengan melakukan perjanjian kerja hanya sekali yang
berlaku sampai dengan yang bersangkutan pensiun, seleksi bersifat administratif,
memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta memperoleh
kesempatan mengikuti sertifikast guru dan bagi yang sudah sertifikasi, sertifikatnya
diakut untuk TPG.

d. Atau dimungkinkan adanya opsi diterbitkannya Keputusan Presiden yang khusus
mengatur proses rekrutmen tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan.

5. PGRI meminta agar para guru, honorer guru untuk tetap melaksanakan
pengabdiannya mendidik siswa dan tidak meninggalkan ruang kelas. Kemuliaan jiwa
pendidik menjadi cahaya dan harapan bagi masa depan anak bangsa.

6. PGRI adalah mitra strategis Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena itu kami siap
bersama-sama Pemerintah memikirkan, mendiskusikan, dan mencari jalan keluar
berbagai persoalan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan. PGRI percaya
Pemerintah memikirkan dan merumuskan jalan keluar yang terbaik untuk
menyelesaikan persoalan guru dan tenaga kependidikan honorer.

Semoga usulan ini dapat menjadi solusi yang baik dalam penyelesaian persoalan guru dan
tenaga kependidikan honorer.
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